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DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang :

Mengingat

b.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih diperlukan adanya pengawasan
kinerja atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
bahwa pengawasan kinerja atas pemerintah daerah
dilakukan untuk menilai dan memperbaiki sistem, program
dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru;
bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah
daerah, perlu pengaturan tentang pelaksanakan audit
kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Aru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru;

Indonesia Tahun 1945;

Indonesia Nomor 4350);

6573);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

1

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT
KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah  yang  memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Bupati.

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan
intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan
Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
Jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban vang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

10.Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar audit. untuk menilai kebenaran.
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

11.Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi [nstansi Pemerintah yang terdiri atas
aspek kehematan, efisiensi. dan efektivitas.

14. Anggaran Pendapatan  dan Belanja ~ Daerah  vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan prinsip -
a. ekonomis;
b. efisiensi;dan
c. efektivitas.



Pasal 3
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis bagi
APIP pada Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman
metodologi sesuai standar audit dalam melaksanakan Audit Kinerja.

Pasal 4
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai pelaksanaan
program dan kegiatan perangkat daerah yang bersumber dari APBD sehingga
dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan
untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

BAB 1
AUDIT KINERJA

Pasal 5

(1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melaksanakan Audit Kinerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika
sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. perencanaan Audit kinerja;
c. pelaksanaan Audit Kinerja;dan
d. pengkomunikasian hasil Audit dan tindak lanjut

(3) Ketentuan mengenai sistematika audit kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.

Ditetapkan di Dobn
pada tanggal 23 DECEN RER Yo
1 BUPATI KEPULAUAN ARU.'f

e

JOHAN GONGA
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KATA PENGANTAR

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis
dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan
zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu
memberikan nilai tambah (value added) pada perbaikan tata kelola
(governance), manajemen risiko, penguatan pengendalian, dan
optimalisasi kinerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (K/UP).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, APIP seyogyanya
mengembangkan strategi vang efektil untuk mendorong peningkatan
kinerja organisasi KLUP dan perbaikan berkelanjutan. Audit kinerja
merupakan salah satu strategi APIP  untuk meningkatkan kinerja
organisasi K/UP dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan
kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit kinerja oleh APIP
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru menyusun Pedoman Umum Audit
Kinerja Berbasis Risiko sebagai acuan bagi Inspektorat untuk melakukan
bimbingan teknis dan APIP dalam melaksanakan audit kinerja.
Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko oleh APIP tersebut dalam
rangka mengukur capaian kinerja, memberikan saran perbaikan kinerja
dan saran pengelolaan risiko organisasi yang merupakan bagian dari
peran dan layanan kapabilitas APIP Level 3. Selanjutnya, dalam
melaksanakan audit kinerja APIP merancang program kerja audit vang
khusus sesuai dengan tema, proses bisnis dan ruang lingkup penugasan
audit kinerja.

Hasil audit kinerja oleh APIP diharapkan mampu mengukur capaian
kinerja, memberikan nilai tambah terhadap keekonomisan, efisiensi,
dan efektivitas program penyelenggaraan pemerintah serta

memperbaiki pengelolaan risiko dengan memaksimalkan sumber daya
APIP.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keingiman dan tuntutan stakeholders belum dapat terpenuhi apabila hanya didasarkan
pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas kewajaran penyajian laporan
keuangan. Stakeholders ingin mengetahui Keberhasilan suatu program strategis instansi
Kementenan/Lembaga/Pemerintah  Daerah (K/L/P) dan apakah program tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip ckonomis, dengan cara yang efisien, dan hasil yang

efektif serta program tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program K/L/P, Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja
pemerintah dacrah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit Kinerja
untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis (3E), maupun
layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko
pencapaian tujuan organisasi. Hasil audit yang diharapkan tersebut merupakan ouicome dari

pencapaian dan pemenuhan kapabilitas APIP Level 3.

Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Grand Design PIBR

Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). kedudukan
audit kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) Level 3 (Risk
Defined) dan Kapabilitas APIP (IACM) Level 3 (/ntegrared) sebagaimana terdapat pada
Tabel 1.1, Kedudukan im menjelaskan bahwa audit kinerja berbasis risiko dilaksanakan
apabila tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3 dan dilaksanakan oleh APIP dengan

tingkat kapabilitas l.evel 3.

Untuk Pemda yang tingkat kematangan manajemen risikonya masih berada di bawah
Level 3, pedoman umum audit kinerja berbasis risiko ini dibuat untuk mendorong APIP
bersama manajemen melakukan perbaikan ke arah Kapabilitas APIP Level 3 dan Menajemen
Risiko Level 3. Manajemen didorong untuk segera menyusun kebijakan manajemen risiko
dan mengimplementasi manajemen risiko. Untuk itu, SDM APIP harus paham dan kompeten
mengenal pengelolaan risiko dan APIPnya didorong untuk mampu memfasilitasi penerapan

manajemen risiko sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1,

Dalam /nternal Audit Capability Model (1ACM), audil kinerja berbasis risiko memiliki
keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Area
pengawasan yang menjadi lingkup audit kinerja merupakan hasil proses PPBR sebagaimana
terlihat pada Tabel 1.2 Risiko tinggi yang teridentifikasi pada saat PPBR menjadi salah satu
acuan dalam perencanaan Potencial Audit Objective (PAO) dan lingkup audit kinerja.

Schingga, dapat dikatakan keberhasilan penilaian risiko pada saat PPBR akan mendukung



keberhasilan audit kinerja vang akan dilakukan
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Level [k optimized Uplumzing Fasilltast sesual permintaan Pedoman Audit Kinena
§  |manajemen  nsiko  dan |APIP menjadi agen perubahan A ud K etaatan (control based audit) Berhasis
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Tabel 1.1 Keterkaitan antara Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Matriks Grand
Design PIBR, MR dan Kapabilitas APIP
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Gambar 1.1 Pelaksanaan Audit Kinerja dengan Manajemen Risikonya masih berada
di bawah Level 3
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Level 2-

Infrastrncture

Level |-
Ininail

n
Kerangka Anggaran Akses penuh
Audit Pengembangan|,  Praktik Operasion | Pengelolaa terhadap
K Profesi Profesional al n Kegiatan informasi
Individu dan Kegiatan APIP organisasi,
progesnya APIP aset dan SDM
Perencanaan
Identifikasi | Pengawasan Hubungan
dan berdasarkan | Perencanaa pelaporan
Rekrutmen prioritas n Kegiatan telah
SDM yang | manajemen/p APIP terbangun
Kompeten ¢ mangku
kepentingan

Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan. output tergantung pada keahlian orang
tertentu, tiduk mencrapkan prakuk profesional secara spesifik, auditor diperlakukan sama seperti
scbagian besar umit orgamisasi

Tabel 1.2 Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP — IACM Revised 2017

Pengertian, Karakterstik, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Kinerja

a) Pengertian Audit Kinerja dari berbagai sumber:

- Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, audit kinerja adalah pemeriksaan

atas pengelolaan keuangan ncgara yang terdin atas pemeriksaan aspek ekonomi dan

efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas (3F)

- Peraturan Pemenntah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat 2, audit kinerja adalah

auditatas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek

ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E),

- Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor | Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, audit kinerja adalah pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara vang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan

efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk Juga menguji

kepatuhan

pengendalian intern.

- Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) . audit kinerja adalah

audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek

terhadap ketentuan-ketentuan

peraturan  perundang-undangan

ckonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta ketaatan pada peraturan

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesakan bahwa audit kinerja
berbasis risiko yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang dilakukan
untuk meningkatkan Kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas
program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan
terhadap kententuan yang berlaku, menilai aspek 3E, menilai keberhasilan

pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko

dan pengendalian intern.

b) Karakteristik Audit Kincrja antara lain:




- Audit kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah dilakukan dengan
cara yang benar. Maksudnya adalah bahwa program prioritas yang diaudit telah

dilaksanakan dengan cara yang benar.

- Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemernksaan keschatan (medical
check up) pelaksanaan suvatu program prioritas. Maksudnya adalah bahwa audit
kinerja harus dapat memberikan saran-saran perbatkan terhadap kinerja program

prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum memadai.

- Audit kinerja adalah audit for management sehingga diharapkan hasil audit kinerja
vang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbatkan sebagai upava

peningkatan akuntabilitas dan Kinerja entitas yang diaudit,

- Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran vang jelas, sah, dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

¢) Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja
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Gambar 1.2
Ruang Lingkup Audit Kinerja atas Program Prioritas

—  Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah area pengawasan berupa
program strategis/program prioritas  yang memiliki risiko tinggi sebagaimana
tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis
Ristko (PPBR). APIP hendaknya melakukan audit kinerja setidaknya pada program
prioritas vang paling berkontribusi/ paling relevan dalam menentukan sasaran
strategis RPIMD. Namun, apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk melakukan
penilaian Kinerja atas beberapa program prioritas maka audit kinerja yang dilakukan

hendaknya ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di RPJMD.
Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan
kepada manajemen terkait dengan perbaikan Kinerja untuk
mengurangi/menghilangkan/memulihkan  dampak, saran pengelolaan risiko  dan

pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.



4. Tahapan Audit Kinerja, Metodologi dan Kompetensi Kebutuhan SDM
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Gambar 1
Tahapan Proses Audit Kinerja

a) Tahapan Proses Kerja Audit Kinerja

-

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dani persiapan penugasan,
penetapan tujuan dan ruang lingkup. pemahaman proses bisnis auditi, identifikast dan
penilaian risiko utama serta pengendalian utama. Hasil dari tahapan perencanaan adalah
kesepakatan penetapan indikator kinerja, model audit kinerja, penetapan TAO dan
Program Kena Audit (PKA) rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat
tahapan pelaksanaan audit kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran, penilaian dan pengujian
atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 315, serta
capaian kinera berdasarkan indikator kinerja dengan model vang telah disepakan pada
tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis
capatannya atas area Indikator Kinerja.

Kegtatan (IKK) yang capaian Kinerjanva tidak optimal atau indikator capaian
kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan.
Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan wrea of
mprovement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan
Kinerja, pengelolaan ristko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama yang ada pada auditi.

Sclanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing

Indikator Kierja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program
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prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat
kesimpulan atas Kinerja program priontas berdasarkan kritena indikator kinerja yang
telah disepakati di tahap perencanaan,

Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan
usulan rekomendasi, APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada
Pimpian/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan auditi.
APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri
seluruh tim audit, pembahasan tern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi
dart notisi hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti vang relevan,
kompeten dan cukup,

Sclanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian
hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi
Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan.
Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan
kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pthak APIP maupun auditi
Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnya terdapat rekomendasi dan saran
sangat penting bagi auditi untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan vang ada
sesual saran yang telah diberikan APIP. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapa
mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinera, memperbaiki
kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi

tingkat risiko organisasi schingga ourcome dani audit kinerja dapat tercapai.

b) Metodologi/Pendekatan dalam Pelaksanaan Audit Kinerja

Pendekatan  Integrated  Performance  Management  Svstem  (IPMS) vaitu sebuah
pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai
tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan
Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu program Jangka pendek dan
periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu
tahunan maupun lima tahunan.

Pendekatan Bulance scorccard yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan
empat persepektif yaitu keuangan, srakcholders, bisnis proses. dan learning process
und growth. Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis vang
ada di scktor publik. Pendekatan  ini dapat  digunakan untuk program
rutinfberkelanjutan  secara terus menerus yang  berorientasi kepada keuangan,
stakeholders. bisms proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis
pada umt kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus
menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholders.

Untuk contoh pendekatan Balance Scorecard terdapat di Lampiran |

Pendekatan Zogic yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab
akibat antara berbagai komponen program dengan dengan komponen indikator kinerja
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seperti nput, owput, dan owtcome. Pendekatan ini brasanya digunakan untuk
mengevaluasi pencapaian suatu program/kegiatan.

Untuk contoh pendekatan Logic terdapat di Lampiran 3.

¢) Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit vang telah ditetapkan.
Untuk  pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP perlu mempunyai  kompetensi dan
kecermatan profesional (standar 2000. AAIPI) mengenal audit Kinerja. Kompetensi
tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam melakukan audit
kinerja (Knowledge, Skill, dan Atitude). Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli
internal ataupun eksternal (Standar 2014, AAIPI), apabila tidak ada SDM APIP yang
mempunyai keahlian yang diharapkan.

Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa SDM APIP vang melakukan audit
kinerja adalah SDM APIP yang telah terlatih untuk melakukan audit kinerja, memahami
pengukuran kinerja dan memahami proses bisnis auditi. APIP harus mampu menjadi early
warning  system kepada pimpinan organisasi untuk melakukan (indakan-tindakan
perbaikan. APIP perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis

vang selaras dengan proses bisnis auditi.

5. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi yang telah memiliki indikator kinerja sebaga

ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja auditi dengan

memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, best practice serta

pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur,

relevan, dan mudah dimengerti serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian

Kinerja. Berikut adalah contoh reviu indikator kinerja:

No | Sasaran Indikator _'_Spcsiﬁk Dapat | Relevan | Saran
Strategis Kinerja diuku Indikator
i Pengganti
| | Meningkatny wgp;r;mitan Ya Ya Ya -
a ketepatan IMB yang
waktu sesual
penerbitan dengan
IMB standar waktu
layanan
2 m:ﬁngkatnya Jumlah ya [Ya Ya -
kepastian perubahan/
hukum atas revisi alas
lata ruang rencana tata
dan wilayah ruang/wilayah
3 | Meningkatnya | % retribusi | Ya Ya Tidak, % IMB tahun
pajak/retribusi | IMB yang akurat Retribusi yang| imi
| | dacrahatas I I | akurat tidak _Ldibﬂdingkan_




| [ layanan IMB | ] Tberartiada | dcng:an tahun |
| peningkatan | sebelumnya ‘
| retribusi

= . A — = — |

Tabel 1.3 Contoh Reviu Indikator Kill___(‘l‘j;]_

Sumber: Modul Audit Kinerja Pusdiklatwas

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area kritis dari proses
bisnis auditi sebagai dasar pengembangan Critical Success Factor (CSF), dan penilaian 7isk
register strategis auditi. Pada dasarnya perumusan indikator kinerja merupakan tanggung jawab
pthak manajemen auditi. Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja hendaknya
melalul kesepakatan bersama antara APIP dan auditi dengan memperhatikan risiko strategis,
proses bisnis auditi dan tujuan dan program strategis

Indikator kinerja adalah ukuran Kkuantitatif dan Kualtatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut
terdirvatas input. owput, ourcome, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja
scbaiknya juga disepakati dengan auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran kinerja yang

biasa digunakan:

Skor Kategori

85 < skor = 100 Berhasil
70 < skor < 85 Cukup Berhasil
50 < skor < 70 Kurang Berhasil
0 < skor < 50 Tidak Berhasil

Contoh Tabel 1.4
Skala Pengukuran Kinerja

6. Konsep Ekonomis, Efisien dan Efektif

Cutcomes

Impocts
Needs Exogenocus Factor :
Results o
Objfectives ’ Inpurt . Process - Output
Ehonomils
Efisian
Efektit

Gambar 1.4 Konsep Aspek 3JE
Sumber: diolah dari berbagai sumber

a. Pengertian Ekonomis
I’konomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses

dengan biaya, waktu, tempat, kualitas. dan kuantitas vang tepat. Fkonomis berarti



cl

meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap

menjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas aspek ckonomis meliputi:

1) Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan
telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang
sama yang terdapat dalam standar harga/e-caralog dan harga asosiasi; dan

2) Apakah barang atau jasa ftelah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat
dalam standar harga/e-caralog dan harga asosiasi

Pengertian Efesiensi

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan oupur. Suatu entitas dikatakan

efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau

mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas
aspek efisiensi meliputi:

I) Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara
optimal;

2) Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit mput;

3) Apakah ourput yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari
input yang digunakan,

Pengertian Efektif

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara

oulput yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti outpul yang

dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi;

1) Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;

2)  Apakah ouiput yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan:

3)  Apakah ouicome yang dinyatakan berasal dari outpur vang dihasilkan dan bukan dari
pengaruh lingkungan luar.

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari owtcomes berupa dampak,

akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup

pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran
efektivitas hanya berupa manfaat oupur dari tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

Contoh ilustrasi aspek 3E terdapat pada lampiran 4

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

(@]

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini Membahas Latar Belakang Dan Grand Design Audit Kinerja Berbasis Risiko
Dalam Peningkatan Kapabilitas Apip; Pengertian, Karakteristik, Tujuan Dan Ruang
Lingkup Audit Kinerja Serta Tahapan, Metodologi Dan Kompetensi Kebutuhan Sdm

Dalam Melakukan Audit Kinerja; Penjelasan Mengenai Pemilihan Dan Penetapan
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O

Indikator Kinerja Serta Konsep 3e.

BAB Il PERENCANAAN AUDIT KINERIJA

Bab Ini Membahas Mengenai Persiapan, Penentuan Tujuan Dan Ruang Lingkup Audit
Kinerja; Pemahaman Proses Bisnis Auditi, Identifikasi Dan Penilaian Risiko Utama Serta
Desain Pengendalian Utama; Kesepakatan Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian
Dengan Auditi Dan Dituangkan Dalam Berita Acara Kesepakatan Dan Penyusunan PKA

BAB 1Il PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Bab Ini Membahas Mengenai Pengumpulan Dan Pengujian Bukti Atas Penetapan
Indikator Kinerja Yang Telah Disepakati Serta Pelaksanaan Pka Pengujian Dengan
Menggunakan Teknik Audit Dan Teknik Sampel Yang Memadai; Melakukan Pengujian
Bukti  Terkait Aspek Ketaatan, Aspek 3e Dan Capaian Hasil Kinerja Serta
Mengidentifikasi Penyebab Capatan Kinerja Yang Tidak Optimal Dengan Melakukan
Pengujian Atas Risiko Utama Dan Efektivitas Pengendalian Utama; Menyusun Temuan
Dan Simpulan Hasil Audit Yang Didukung Dengan Pendokumentasian Hasil Audit.

BAB IV PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUT

Bab Ini Membahas Mengenai Pengkomunikasian Hasil Audit Yang Dilakukan
Pembahasan Bersama Dengan Auditi Dan Dituangkan Dalam Berita Acara Kesepakatan,
Setelah Ttu, Dilakukan Penyusunan Dan Penyampaian Hasil Laporan Pengawasan Yang

Disertai Dengan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.
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BAB II
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

1. Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

TAHAPAM PERENCANAAN

Nikinguisiap Alokisi SOM
Wentifibasi @ kanfimdan B PRA
PAQ Penugassan Perencanaan
Aspek Porbatkari
Pregram -] Ketaatan dan * GRE
Prioritas aupek3E
Ientifikas| ) It Hikitsi. f Identifilaei Ttk
dan eviluas) \ Regulasi/Pedo o G
- dan f areakritis
Keselarasan PP | Analisis Sp1 man/lukdak | ] dari Probi
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Gambar 2.1
Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan
ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain
pengendalian utama, penetapan indikator kinerja. bobot dan penyusunan PKA rencana
pengujian
2. Persiapan
Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja dapat
dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Berikut adalah hal-hal yang perlu
dipersiapkan antara lain:
a) Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait
program dan informasi yang relevan atas program prioritas yang terpilih.
Hal tersebut dapat diperoleh melalui dokumen Internal Audit Chapter (IAC), RPIMD,
Renstra, Isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun sebelumnya. Hasil
identifikasi ini dapat dijadikan Potencial Audit Objective (PAO).
b) Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian

secara kolektif sesuar dengan penugasan yang akan dilakukan.
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¢) Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuar untuk mencapal sasaran
penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA ) Perencanaan.

Penentuan Tujuan dan Ruang LingKkup

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal penugasan

Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit secara jelas dapat membuat pekerjaan

tim tidak selaras dengan penugasan.

a) Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, APIP perlu menetapkan ruang lingkup
penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa
vang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan

b) Tujuan audit kinerja vaitu APIP melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas
aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinerja program prioritas

¢) Selain itu, APIP dapat membenikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan
risiko dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit kinerja dapat tercapai
Adapun ruang lingkup yang terkait audit kinerja berbasis risiko dalam pedoman umum ini
adalah program prioritas (arca pengawasan) periode tertentu vang ditetapkan dalam PPBR,
menjadi concern/perhatian pimpinan daerah dan telah memiliki indikator Kinerja schingga
APIP dapat melaksanakan penugasan audit kinerja.

Pemahaman Proses Bisnis Audit

Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap selanjutnya adalah

pemahaman proses bismis auditi oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar APIP memahami

kegiatan pokok, tugas dan fungsi, 1su dan permasalahan yang dihadapi. peraturan yang terkait
dengan program prioritas, anggaran vang diperoleh, informasi  mengenai  penerapan
lingkungan  pengendalian  yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya
yang relevan. APIP dalam pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi
seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik dari operasional dan tujuan strategls.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnis auditi yaitu

a) Identifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD, dengan Renstra, RKT
dan RKA masing-masing OPD yang terkait dengan program prioritas untuk
mengantisipast kemungkinan adanya revisi RPIMD dari Kepala Daerah.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan
pada langkah berikutnya.
Contoh Kertas Kerja Penyelasaran terdapat pada Lampiran 5

b) Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IK1)) di RPIMD, apakah
indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada di RPJIMD telah cukup/layak untuk
digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga diharapkan
IKU yang ada dapat menggambarkan pencapaian program prioritas.
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan
pada langkah berikutnya

Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU terdapat pada Lampiran 6
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5

c¢) Identifikast dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub
unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal
apakah hingkungan pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian program
prioritas
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan
pada langkah berikutnya
Contoh kertas kerja kondisi lingkungan pengendalian ada di Lampiran 7

d) Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman, juklak/juknis, kebijakan
teknis dan SOP yang ada dart K/L serta Orgamsasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait
dengan program prioritas. Identifikasi aktor/pelaksana program prioritas yaitu OPD Utama
dan OPD Pendukung termasuk peran, tusi dan proses bisnis dari OPD tersebut sampai
dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada unit-umit teknis terkait beserta struktur organisasi.

¢) ldentifikasi area-arca kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dan aktor/pelaksana
program tersebut, pelajan informasi hasil audit sebelumnya, issue/permasalahan atas
program, kemudian arca kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Crirical
Success Factor (CSF)
PPada saat pemahaman proses bisnis auditi, APIP dapat menilai kelavakan (reviu) indikator
kinerja yang telah ada dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis
orgamisasi. best practice serta pertimbangan profesional APIP.

Contoh kertas kerja reviu indikator terdapat pada Lampiran 8

Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian Utama

Tujuan dan tahap identifikasi risiko adalah untuk menentukan risiko-risiko utama yang
berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas. Adapun pengertian dari
risiko utama adalah risiko strategis yang menganggu pencapatan

tujuan orgamisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko tinggi/nsiko sangat
tinggi.

Risiko strategis Pemda yang merupakan risiko strategis dan risiko operasional lintas OPD yang
penanganannya tidak dapat dilakukan oleh OPD tertentu/bukan kewenangan OPD tertentu,
sehingga memerlukan penanganan Kepala Daerah. APIP perlu dapat mengidentifikasi nisiko
yang menghambat pencapaian kinerja program atau dengan kata lain risiko di level mana yang
belum ditangani dengan baik yang menganggu pencapaian tujuan strategis Pemda, apakah di
level strategis Pemda, strategis OPD atau operasional OPD.

[dentifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil
nisiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Dacrah atau
pimpinan OPD yang disertar dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan
kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian register risiko (evaluasi register ristko) untuk
memastikan validitas risk register auditi. Hal tersebut karena risk register manajemen risiko

Pemda sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/penerapan awal sehingga register
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risiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya (mengingat kematangan manajemen risiko
belum mencapai Level 4).

Evaluasi risk register auditi dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming dengan
pimpinan  OPD  yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci  yang
menjalankan/mengetahui  program tersebut disertai hasil analisis atas data historis,
benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab. dampak, kemungkinan
terjadinya). Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat dafiar
nisiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda. risiko strategis OPD dan risiko
operasional OPD yang berpotensi menghambat pencapaian program proritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada
langkah berikutnya

Contoh evaluasi register risiko ada pada Lampiran 9

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis
auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas
daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar
risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian
utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas
kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.

Contoh kertas kerja simpulan desain pengendalian ada pada Lampiran 9

[dentifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat menentukan
bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin
serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir
kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.
Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas dafiar
risiko utama, APIP berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk menyepakati indikator
kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi vang akan digunakan dalam

pelaksanaan audit kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Pengujian
Dalam audit kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/memilih audit Kinerja atas program
prioritas yang telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP
adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyogyanya pada tahap perencanaan telah
dilakukan reviu kelayakan oleh APIP, telah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan
pihak auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran
kinerja.

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara auditor dengan
auditi. Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan audit kinerja adalah menyusun
program kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan alokasi sumber
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daya mengenai anggaran waktu pengujian serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan
penugasan. Pada proses ini diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat
rencana pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat
diselesaikan tepat waktu,

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit dan ruang lingkup
audit serta indikator kinerja yang tclah disepakati bersama. APIP dalam melakukan
pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap pelaksanaan audit kinerja dapat mengidentifikasi
dan mengumpulkan bukti pada area-area kritis atas capaian Kinerja setiap indikator Kinerja
kegiatan vang mendukung program prioritas  sehingga APIP  dapat memberikan
saran/rekomendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern dalam

pencapaian kinerja program prioritas dan tujuan organisasi.

BAB 11
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
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Proses Pelaksanaan Audit Kinerja

i TAHAP PELAKSANAAN

Mengumpulkan dan

MengulV Sukti terkait

aspak ketaatan serta
aspek 3E

Menyusan Temuan

(FAD), Simpulan dan KXA

Menllai dan Menganalisis
‘capaian kinerin IKK yang
mendukung Program
Priantas

Identifikast dan analisks

- atas risiko utamadan

efektivitas pongendalian

Kinerja Tidak
Tercapai/Tidak Optirmal

IdentifikasiPenyebal
tidak optimalnya capaian
kinesia

Keterangan:
Aspek 3E: Aspek Ekonomis, Efisien dan Efektif
KKA: Kertas Kerja Audit
IKK: Indikator Kinerja Kegiatan

Gambar 3.1
Gambaran Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti

yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, schingga APIP dapat:

a. Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dan aspek ketaatan
dan aspek 3L

b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya Kinerja atas
program prioritas

¢. Menyusun simpulan serta temuan audit

d Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan

pengelolaan risiko, pengendalian dan Governance Risk Control

Dalam pedoman umum audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas bukti-bukti
vang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E. serta capaian Kinerja
berdasarkan indikator kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap
perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian didentifikasi dan dianalisis capaiannya atas
arca/indikator kinerja kegiatan yang capaian Kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian
kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan. Atas
idikator kinerja yang capaiannya masih di bawah terscbut akan dijadikan area of
improvement yang perlu didentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja,
pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian
utama yang ada pada auditi. Seperti contoh, APIP akan mengu)i apakah proses identifikasi dan
penctapan ristko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak optimal dalam

mendukung program prioritas.

APIP perlu menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko utama atas

IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen Apabila

17



ditemukan adanya penetapan risiko utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya risiko
utama yang belum tendentifikasi oleh manajemen, maka nisiko vang tidak tepat atau nisiko
utama yang belum teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam

rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas sistem
pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami
rancangan sistem  pengendalian  intern dan menguji  penerapannya/efektivitas  dan

pengendalian intern auditi.

Pengujian efektivitas pengendahian utama atas IKK vang capaian Kinerjanva tidak optimal
vaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian
serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Adapun contoh teknik
pengujrannya dapat berupa melihat form dan substansi dokumen pengendalian, pengamatan
atas prosedur/SOP dengan implementasi di lapangan dan lakukan penilaian apakah yang
tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara vang tepat, oleh orang vang tepat dan

terdokumentasi dengan baik, melakukan reperformance serta wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator
Kinena Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut.
Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja
program prioritas yang didukung dengan bukti-bukti yang telah didokumentasikan oleh APIP
berdasarkan kniteria indikator kinerja vang telah disepakati di tahap perencanaan Diharapkan
APIP dapat membenkan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau
menghilangkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang mengarah pada
tindakan nyata, serta dapat dilaksanakan oleh auditi.

Teknik Audit, Bukti Audit dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti

yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel.

1. Observasi/Pengamatisn a Fiak ‘ L, Konfirmas
54 Lt

2 Inventarisasi/Opname uxty h BuktyKuterangan #- Keterangan

3. Inspeks)

1 Verifikasi B r Sulbit liss L. Anahws

2. Cik kT Dokumen Bukt analisis 2. Evaluas

3 Fooring/Cross Footing LoInvestigand

a4 dsb

. Bembandingsn
Sehingga, APIP diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang
representative. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan APIP menjadi profesional dimana hasil
audit mempunyai dasar yang kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut
adalah hubungan antara tekmk dan jenis bukti audit yang dapat diperoleh:
Gambar 3.2
Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian
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bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan. Besaran
luasnya pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat
dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui teknik pemilihan
sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar representative maka dapat menggunakan contoh
rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam menentukan jumlah sampel antara lain:
1) Rumus Slovin

n = N/N(d)2 + 1

n — sampel. N = populast; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan administrasi
kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara
kescluruhan melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnva
dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan vang dikehendaki adalah 5%,
maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah
N=125/125(0,05)2 + 1 = 9523, dibulatkan 95

2) Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
APIP sclain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel vang representative
Juga dapat menggunakan tabel [saac dan Michael Di mana dalam table tersebut telah
tersedia tingkat kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, APIP dapat secara
langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan
vang dikehendaki.

3) Jumlah sampling minimal
APIP saat melakukan audit/pengawasan yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar. maka
dapat menggunakan jumlah sampling minimal seperti yang disebutkan Roscoe dalam
Sugiyono (2010: 131) mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian
adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, sevogyanya diambil
keseluruhan.

3. Pengujian Aspek Ketaatan, Aspek Kinerja (3E) dan Capaian hasil Kinerja
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas
hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan dan aspek 3L,
Sclain  itu,  APIP  juga melakukan penilaian  dan penyimpulan  capaian  kinenja
berdasarkan indikator kinerja dan model/metodologi vang telah disepakati pada tahap
perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas kontribusi darni masing-
masing aktor/OPD pelaksana program prioritas.
APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan vaitu APIP dapat memberikan
kevakinan memadai bahwa area, proses, sistem vang diaudit atas program prioritas telah
sesual dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur vang berlaku dan peraturan
terkait, serta kriteria’ketentuan yang berlaku lainnya

Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan oleh APIP, seperti contoh aspek
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ckonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan

jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu

melihat perolehan input tersebut dengan hasil oupur untuk melihat aspek efisien, apakah
auditi telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya sccara hemat dan
efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan.
Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah
capaian hasil program atau menfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan
menilai sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai
tujuan.
Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing- masing indikator kinerja
kegratan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan
dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak
tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian
kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target
yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan arca of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran
perbaikan kinetja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama yang ada pada auditi.
Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih berjalan dan
belum memiliki sasaran antara, maka penilaian 3E dan pengukuran kinerja hanya melihat pada
aspek ckonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut,
Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.
Pengujian Risiko Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya
APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak lercapainya capaian kinerja
seyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko utama serta efektivitas
pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Penyebab capaian kinerja yang tidak
tercapai/tidak optimal dianalisis risiko wtama/risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi)
terutama yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis
apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh auditi/manajemen telah
memadai atau tidak. APIP perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah dudentifikasi,
dianahsis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.
Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepat atau ditemukannya risiko
utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen pada saat proses penyusunan risiko, maka
risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan
temuan bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.
Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risiko yaitu:
a. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daacrah sampal dengan tujuan
area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja)
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b.  Dapatkan kebijakan manajemen risiko yvang berlaku pada Pemerintah Dacrah:

¢. Dapatkan dokumen register nisiko terbaru vang telah diupdate dan telah di tandatangani
pimpinan OPD serta dokumen terkait lainnya

d. Lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda,
tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk mengu)i keselarasan
penctapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan
sasaran strategis Pemernintah Daerah (RPIMD-Renstra OPD).

¢. Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta penetapan selera

nsiko telah sesual dengan kebijakan MR Pemda.

=

Lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya,
apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses bisnis dan risikonya,
apakah nsiko telah diidenufikasi mulai dari  menganalisis tujuan, 1dentifikasi
kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program
yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, nisiko
strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah
masih ada risiko wtama (tinggi dan sangat tinggi) vang belum diidentifikasi olch
manajemen;

g Lakukan pengujtan atas proses analisis risiko. berkaitan dengan pembernian nilai
probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses vang objekuf melalui
workshop/FGD/lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses
bisnis dan nisiko)

h. Lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil nisiko dan
pemetaannya sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan:

1. Pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi. dianalisis dan dievaluasi
dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan, selanjutnya perlu di

dokumentasikan dalam kertas kerja.

. Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian

Kinerjanya

Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya melakukan pengujian
atas efektivitas pengendalian atas nsiko utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinvatakan
bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem  pengendalian intern  dan menguji
penerapannya/efektivitas dart pengendalian intern auditi/manajemen.

Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian
dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan
implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendahian adalah untuk memberikan
keyakinan bahwa pengendalian atas risiko utama telah mampu menurunkan nisiko sampan

tingkat yang dapat diterima (berada dalam area selera risiko).
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Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama vaitu, APIP menilai/menganalisis

apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan manajemen telah tepat/sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian risiko utama (tinggi dan

sangat tinggi). Pada saat APIP menguji ketepatan desain ada kemungkinan terdapat tiga

kondisi yang ditemui oleh APIP yaitu:

a.

Kondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang
berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang auditi terlalu  ketat schingga
terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu. Meskipun pada kenyataannya risiko
berhasil ditekan sampai level yang dapat diterima, namun pengendalian yang berlebihan
hanya akan menambah biaya bagi organisasi. seperti contoh, untuk mengamankan kas dari
risiko Kecurian, maka manajemen menyimpan uang dalam brankas dan menempatkan
satpam yang khusus menjaga brankas itu 24 jam. Jika nilai nominal uang dalam
brankas tidak signifikan, maka penempatan dalam brankas vang terkunci, aksesnya
dibatasi, dan pemasangan CCTV telah memadai untuk mengamankannya dari risiko
kecurian, sehingga tidak perlu menyewa satpam untuk menjaganya 24 jam. Dalam
kondisi ini, APIP dapat merckomendasikan untuk menghilangkan pengendalian yang
tidak perlu, karena hanya akan memboroskan sumber daya. Dalam contoh diatas,

rekomendasinya adalah dengan mengurangi pengendalian berupa penjagaan satpam 24

Jam.

Kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian vang kurang, artinya
pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat
diterima.  Untuk kondisi ini, APIP dapat merekomendasikan pengendalian tambahan
yang perlu dilakukan oleh auditi sehingga mampu menurunkan risiko sampai level
vang dapat diterima. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa auditi sesuai dengan
kewenangannya, tidak memungkinkan untuk menurunkan risiko sampai level yang dapat
diterima. Contoh atas risiko yang melibatkan auditi yang lain, diperlukan mitigasi berupa
kebijakan strategis yang sifatnya lintas sektoral. Untuk kondisi ini, rekomendasi yang
diberikan oleh APIP ditujukan kepada level yang lebih strategis yaitu pimpinan
tertinggi orgamisasi, sehingga mitigasi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai
(tidak berlebthan dan tidak kurang), sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk
memantau risiko secara periodik. Untuk dapat menyimpulkan pengendalian telah
memadai, APIP perlu memahami proses bisnis yang saat ini sedang berjalan serta
mempertimbangkan data/datubase keterjadian risiko. Jika risiko masih sering terjadi,

menunjukkan bahwa pengendalian yang ada belum efektif

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian sebagai berikut;

1) Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi pimpinan OPD

untuk melihat tujuan dan penyataan risiko terkait program.

2) Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada arca IKK dengan

capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal.
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3)

4)

Dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifikasi atribut
pengendalian utama (4WI1H), atas risiko utama pada area IKK dengan kinerja tidak
tercapar/tidak optimal. Yang dimaksud dengan atribut pengendalian adalah komponen-
komponen dalam pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W 1 H (apa, siapa,
kapan, mengapa dan bagaimana pengendalian atas risiko), contoh: dalam pelaporan hasil
audit seyvogyanya telah melalui reviu berjenjang (¢pproving), dengan atribut pengendalian
vaitu (1) apa yang di reviu, (2) siapa yang melakukan reviu, (3) kapan perlu dilakukan
reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu dan (5) bagaimana cara melakukan reviu.
Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis atribut
pengendahan apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas program tersebut
sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa penurunan
probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab dan kebutuhan
pengendahan tambahan.

Untuk  memperjelas dan  mempermudah  pemahaman desain  pengendalian  dapat

digambarkan dalam suvatu formulir (form) pengendalian. Teknik pengujian ketepatan

desain pengendalian dapat berupa wawancara ke pegawai kunci yaitu pegawai yang

memahami proses bisnis dan risiko terkait substansi form pengendalian tersebut,

peneliian dan analisis dokumen serta prosedur terkait. Apabila dari hasil pengujian

desain/rancangan pengendalian dinyatakan tidak efekuf/tidak tepat maka APIP dapat

memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti perbaikan substansi form

pengendalian dalam rangka pencapaian hasil kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi pengendalian desain

pengendalian atas nsiko-nisiko utama pada area IKK dengan capaian kinerja tidak

tercapai/tidak optimal. Dalam hal ini, APIP dapat melakukan pengujian implementasi

pengendalian tersebut bersamaan dengan pengujian  ketepatan rancangan/desain

pengendalian.

Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan bahwa

pengendalian belum efektif/belum tepat, maka tetap dilakukan pengujian implementasi

untuk mengetahui komitmen manajemen dalam implementasi rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan menggunakan

beberapa teknik sebagai berikut

(1).Observas: Inspekse

a) APIP memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis dokumen/formulir bukti-
bukti implementasi pengendalian serta melakukan reviu kesesuaian dengan
SOP/rancangan pengendaliannyva
b) APIP dapat melakukan observasi/inspekst terutama atas pelaksanaan

pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik persediaan dan
rekonsiliasi realisasi belanja. APIP melihat secara cermat pelaksanaan suatu
kegiatan sccara langsung dan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meyakini
bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya.
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¢)  Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan pengendalian,
APIP diharapkan dapat mengidentifkasi penyebab perbedaan dan menilai
dampaknya. Dalam melaksanakan observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati
terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila

mereka mengetahui bahwa mercka sedang diobservasi.

(2). Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.

(3).

Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat memberikan bukti
awal mengenar efektivitas rancangan dan implementasi pengendahan pada suatu
organisasi. Wawancara ini mempunyar dua tujuan, vaitu mendapatkan informasi
atas pemahaman pimpinan dan pelaksana pengendalian mengenal rancangan
pengendalian (apa yang scharusnya): dan mengidentifikasi temuan antara praktik
yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur yang seharusnya. Sebagar alternatif dar
wawancara, APIP dapat mengundang beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang
memahami proses bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi untuk
menilal rancangan atau implementasi pengendalian intern. Diskusi terfasilitasi
mempunyai tujuan yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan
apabila menggunakan diskusi ter fasilitasi, yvaitu antara lain-
a) Dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian. APIP akan mendapat
gambaran atas seluruh proses (end-to-end) pengendalian organisasi
b) Meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur, pengendalian
terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana pengendalian  dalam
pencapatan tujuan program.
Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (reperformance)
Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat memberikan
keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan sesuai
rancangannya, maka dapat dilakukan reperformance atas pengendalian tersebut.
Seperti contoh, APIP melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja untuk memastikan
bahwa semua aspek yang scharusnva direviu dan telah direviu serta memastikan
kebenaran angka-angka dan perhitungan dalam kertas kerja. Jenis pengendalian yang
dapat dilakukan reperformance cukup beragam, misalnya: reviu atasan langsung,
pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka. pembandingan suatu data
dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian  implementas
pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawal kunci dan pimpinan
organisast, pengamatan atas prosedur/SOP dengan implementasi di lapangan, reviu
dokumen bukti implementasi pengendalian dan melakukan penilaian apakah yang
tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara vang (epat, oleh orang yang tepat dan
terdokumentasi dengan baik, serta reperformance atas pengendalian intern vang ada
Alas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP dapat
memberikan saran perbaikan efektivitas pengendalian
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Selanjutnya proses pengujian efektivitas pengendalian utama perlu di

dokumentasikan dalam kertas kerja.

6. Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Audit
Dalam pelaksanaan proses audit kinerja berbasis risiko, ditemukan adanya kondisi yang tidak
sesual dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan
temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP perlu mencari
penyebabnya serta mengungkap akibat adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria.

Berikut adalah unsur temuan yang perlu dipahami  oleh ~ APIP

Pengumpulan
| Kriteria e — dan Pengujion

Pengendalion { Buktl {(Rekoou)
{i

—
sebah J m ( Kondisl ) ﬁ Akibat —=———&
I 1 . Target Kinerja

thclak tercapal

Kelemahan

Aekomendassi

B

Perbaikan Pengendalian dan Pengelotaan Risiko

Gambar 3.3
Hubungan Unsur Penyusunan Temuan
Sumber: Modul Audit Kinerja
Pusdiklatwas

APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil pengujian yang
dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas
kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap
perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Jika terjadi perbedaan antara
kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis
meliputi faktor penyebab yang memicw/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai seperti
Ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian,
dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan solusi dan
diberikan saran pemecahan masalahnya (rekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang
terjadi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah,
meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan
pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi schin gea outcome dari
audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan kepada pimpinan auditi
sekaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan
ke depannya.

Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:

e Jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan (berdasarkan hasil audit
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Kinerja) dan desain serta implementasi pengendalian atas risiko utama pada area IKK
yang belum efekuf, maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi
untuk gagal/tidak tercapai
* Jika kinenja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit kinerja), namun desain
serta implementasi pengendalian nsiko utama belum efektif pada area IKK vang
mendukung program prioritas, maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode
berpotensi untuk terhambat.
Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan vang disebabkan oleh kelemahan
aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran
kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kapan atas kriternia tersebut sebagai bahan
masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa

mendatang,

Pendokumentasian Audit Kinerja

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemenntah Indonesia (Standar 3330, AAIPI), APIP
diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit
Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi
APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan simpulan yang
dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan
hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara berjenjang
guna memastikan bahwa kertas Kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan
Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP
telah sesuar dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai auditi, hak kepemilikan atas kertas kerja
audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib
mematuhi peraturan perundang-undangan vang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh
organisasi profesi.

Contoh Kertas Kerja Utama Pengukuran Indikator Kinerja dan Capaian Program

terdapat pada Lampiran 10,
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BAB IV
PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING
TINDAK LANJUT

1. Perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi
Setelah selesal melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan
serta  rehomendasi  APIP perlu mengkomunikasikan  hasil  audit  kinerja  kepada
Pimpinan/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan auditi, APIP
sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit,
pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembah bahwa isi dari notisi hasil audit
(stmpulan sementara) telah didukung dengan bukt yang relevan, kompeten dan cukup serta
untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat vang sama
pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil pelaksanaan
pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.
Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka
perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan anditi. Pembahasan akhir hendaknya
dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya
dihadin oleh pihak vang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan
baik dari pihak APIP maupun auditi
Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara
Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan
auditi, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati. serta hal-hal lain yang
memerlukan pembahasan lebih lanjut

Contoh berita acara pembahasan hasil audit terdapat pada Lampiran 11

2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi, APIP segera
menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar
3340, AAIPL), di mana konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis,
pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Adapun media dan
sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah notisi
audit, hasil pembahasan akhir, dan kertas kerja audit.

Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan
kepada pihak yang berkepentingan yang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(Standar 4000, AAIPI). Laporan ditujukan kepada Kepala Daerah dan dikomunikasikan
dengan pemilik/pelaksana program. Laporan tersebut berisikan capaian kinena, informasi
ketaatan terhadap ketentuan. dan penyebab capaian kinerja tidak tercapai berupa saran

perbaikan mengenai pemulihan dampak, perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko, rencana
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tindak pengendalian, serta efektifitas desain pengendalian intern atas program prioritas
tersebut.

Selain iy, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan, maka APIP dapat
membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan
penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepada auditi dan pejabat yang
berwenang (Standar 4060, AAIPI).

Contoh laporan berbentuk BAB dapat dilihat terdapat pada Lampiran 12

Monitoring Tindak Lanjut

Berdasarkan SAIPI, Paragraf 1400 menyebutkan bahwa APIP perlu memantau dan mendorong
tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan
agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah
diberikan APIP.

APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi
telah dilaksanakan dan mencapai owtcome dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan
pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan
tindak lanjut berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi
wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima,
auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai sanksi
pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Sural peringatan kedua
dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama belum ada tindak lanjut
dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin
organisasi auditi.

Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian outcome audit kinerja,
dikarenakan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat
peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi, pengendalian

intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian program dan tujuan organisasi.
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Lamptran 1-1/2
Contoh Metodologi Balance Scorecard
ILUSTRASI
Tugas dan Fungsi

» Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah
vang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean dan pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnva
berdasarkan peraturan yang berlaku

FUNGSI INSTANSI TERSEBUT

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan

2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pengamanan
teknis operasional yang berkaitan dengan lalu lintas barang vang masuk
atau keluar daerah pabean termasuk juga pungutan bea masuk

3) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan,
perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang
pabean

4) Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanan dan penindakan serta
penyidikan di bidang kepabeanan

PERUMUSAN PENGUKURAN KINERJA

1) Menetapkan tujuan organisasi
Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk dan
keluar daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutan lainnya

2) Menetapkan 4 Perspektif

¢ Perspektif kepada pelanggan
Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas barang
masuk dan keluar, adapun capaian kinerja vang digunakan untuk
mengukur dan menilai menggunakan teknik kuesioner yang diberikan
kepada pengguna layanan instansi tersebut. Kuesioner tersebut
kemudian diolah untuk mendapatkan penilaian mengenai pelayanan yang
diberikan (kepuasan pelanggan)

¢ Perspektif Keuangan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai target
tersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi penerimaan masuk
dibandingkan dengan target serta potensi.



Lampiran 1.2/2

Perspektif Pengembangan Proses Internal

Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakuka instansi dalam
mengembangkan proses internal organisasi sehingga pelayanan menjadi
lebih efisien dan efektifl. Capaian kinerja yang diukur dalam perspektif ini
adalah rata-rata waktu penyelesaian ijin dibandingkan dengan target
serta ketentuan vang berlaku

Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya mengembangkan
SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan
dengan baik. Adapun capaian kinerja yang diukur berdasarkan rasio
realisasi jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis di
bidang kepabeanan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

PENETAPAN CSF, KPI DAN PENILAIAN

1.

Pelanggan 25%

Kepuasan pelanggan (CSF)

KPI

Jumlah keluhan pelanggan 60% || 60

Survei pelanggan 40% || 20

(60+20) x 25 = 20%

Keuangan 25%

Penerimaan dengan target vang telah ditetapkan
KPI1

Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%
Proses internal organisasi 25%

Penyelesaian pelayanan perijinan

KPI

Jumlah waktu pemberian ijin 100%
Pembelajaran Dan Pertumbuhan 25%

Pegawai yang mempunyai kompetensi/pengetahuan denga pekerjaanya
KPI

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 100%



Lampiran 1-13
Contoh Metode Logic

Untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran instansi/organisasi terdapat beberapa
program dan beberapa program tersebut terdin dari berbagai kegiatan seperti contoh di
bawabh ini

No Tuuan  |Pogam ' Kegiaan
1 Peningkatan kualitas [1. Diklat dan Penyuluhan | -Diklat untuk penyuluh ‘
pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat | kesehatan masyarakat ]
masyarakat di lingkungan -Penyuluhan kesehatan
— masyarakat _J
2. Pengadaaan -Rehabilitasi ruang bedah
sarana/prasarana
kesehatan -Pengadaan peralatan
. = | medis - o
3. Pelayanan kesehatan | -Perbaikan gizi masyarakat
gizi dan pengadaan -Pengadaan obat generik
[ obat-obatan ]

Yang pertama adalah mengukur kegiatan yang ada akan mendukung keberhasilan program
dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut tercapai kinerjanya maka tujuan
dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Seperti contoh: '

ﬁug_mﬂl_ ] Kepuilith T . o ] ] R 1 T
Ulran Inulikater Fanerp ISH lrge | Realisy s Capo i
Eklul dn_n a | I'hklat a Inpemm.n - R‘!_IJ.'.I.H n IINN_ L0 1P
Prerovnlubum (TGS dan DM {rang, E(H 20 100104
Keschatin pemith
Musyarakat dan kesehatan (Al
L amgkungon preny il Oy i 30 J 0N
kewelatan
Citeome
Penvuluh
ok Cntibiy 3 30 10,
Kesiluitan
| - T varakal
| Penyulih | Inpuar T ] Edun JINHY 1000 10,
Keschatn i NDMW Ckanige 10 20 100
n
lmghunga Cntpur punilah
n kecamatanfon Ree/l ran AN 216 (Y
ng g
Chtenny
Masyarakal 2010 2010 LA
et e
Ke<etuun 2
| - hngkumin
Penpdann et Tnpun Rpden | HELT IIIJ; -]Hf"'u 1
St/ Precari 1 si Rasang Mdah Pana dan SDM Omay 4 4 WK%
keuchatan
- N I | Ctput




Pevgndian

i
P'eralun
Mechs

K 'elayanin
Keschatun iz
it Panyedunn
Oat-obatin

ety

ina
Misynenk

at

Pengndiu
n O

penerik

it gesieérni

{ersedia

Contoh 1 Kerangka Logis
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» Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan yang lulus diklat
e Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami kesehatan
lingkungan
» Jika Penyuluh memahami kesehatan lingkungan maka penyuluh dapat melayani
masyarakat dengan baik

Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah pahamnya penyuluh
kesehatan akan kesehatan lingkungan.



Contoh 2 Kerangka Logis

* Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah yang siap digunakan
* Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Simpulannya keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah siapnya ruang
bedah sebagai sarana untuk menambah kapasitas pasien

Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingga diperoleh
persentase capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya dilakukan proses
kristalisasi dengan cara menyatukan ketiga program untuk mendukung tujuan, jika semua
program terlaksana dengan baik maka tujuan instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya



Lampiran 5

Kertas Kerja Untuk Menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPIMD, RKPD,
I Doncken dan DT Macino.Macinag (OPT)

Lampiran 7
KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGA_N PENGENDALIAN
A Nama Pemerintah Daerah :
B Tahun Penilaian
_ Rencana Tindak Tt

| :ondhi Lingkungan Pengendalian Yang Perbaikan Penanggung | Waktu

No Linghungan Jawab Penyelesaia
Memadai peﬂﬂﬂ(kl“ﬁﬂ A
(1) {2) (3 {4) (5)

. Penegakan Integritas dan Nitai Etika

1

diambil dari masing-masing sub-sub unsur {SPIP)

2

3.

Il Kamitmen Terhadap Kompetensi

L

diambil dari masing-masing sub-sub unsur (5PIP)

2.

3

ll. Kepermimpinan Yang Kondusif

1. |diambil dari masing-masirg sub-sub unsur (SPIP]

2

3. —
IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesual Dengan Kebutithan

1. |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2 |
3w

V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat

1. diambil diri masing-masing sub-sub unsur (SPIF)

2.

3.

VI Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat Mengenai Pembinaan SOM

L [thambil dari masing-masing sub-sub unsur {SPIP)

= —
3.

VIL Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efekuf

1. [diambil dari masing-masing sub-sub upsur (SPIP)
L

3. .

VIl Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

1. |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2,

3.

Keterangan:

A Disi Nama Pemerintah Daerah

i Diist Nama Penilaian
’ (1) Dusikan Namor Urit
’ ) Dissi Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai per Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
"3 Diisi Rencana Tindak Perbaikan Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian
. (4)  Diisi nama OPD penanggung jawab Rencana Tindak Perbaikan
" {51 Dusitarget waktu penyelesaian
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Lampiran 9 8-272

RR STRATEGIS PEMDA DIKELOLA OLEH BAPPEDA/SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN OPD PELAKSANA PROGRAM

Keterangan!

.E Diisi dengan nomor urut

w Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda

B Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda

1_.: Diisi dengan Pernyataan Risiko

151 Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
..m_ Identifikasi risiko strategis pemda:

= Apakah rumusan risiko strategis pemda telah tepat

b Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait program tersebut

¢, Apakah telah divalidasi/disetujui kepala daerah
(n Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
{8) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
t9) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:

2. Manakah yang merupakan risiko strategis utama

b Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

= Apzkah risiko tersebut menjadi concern Kepala Daerah

oy Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risika bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
i11) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala &
Tz Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan infermasi-informasi
kredibel lainnya

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan S maka risiko utama/kundi adalah risiko yang berada di atas selera risiko

(13 Skala Ristko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
14 Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

ts) Dusi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para
- Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan

antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
(16) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Whao, Why, How)
it Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

.:2 Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

‘o Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci

o Diisi simpulan kecukupan pengendalian

T2y Dilsi saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya
risiko



Lampiran 8 .b-1/2

KERTAS KERIA EVALUAS! RiSK REGISTER STRATEGIS OPD

A Nimz Pemda “Pamis ABC
B FPIND Tahur (X4 25
¢ TahUn ARGZITAN . cvvvvcnraesnnvransonnessssneennenes IRUANG LINGEUR ALDT KINERIA S0 PERIODE RENLIGASAN [ LAPANGAN]
E Namz 0P
_ dentifitas: Risika Anzisis Risiko Evaluasl Pengendaian Yang Adi
_ _. EIATEE
Apakah dan  srae Uratan Kgalah ”BE,
T, _ i | Atz pronss i egaar
W | .L_ﬁqrr._a_. esan i 600 Eﬂﬁ_._ Apabah | Pisika f— manakah yang (M5 PUOBER Pergendallan i Tenerts.
| Program Rigko. | atributRisitn | Temsabut Tersdt Merupakan % Skala s | B Fesiakan i Yoy 4 S | Sarn
_ _ Wwi) | Meraian || Riskottame RS robablit | g |PEeE St |0 | Adafeasing u_,:n 4y enpentala | Pergendsian
_ et | iska ma“_,n 0 ey {Key Rick) 2 |0 ko =L g (Tambakar
{/Tigak Sratesis Risk)Tidak _ [mengamark .ﬂ__ Sacargay s
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Lampiran 9.5-22

Keterangan:
..G..._ Dljsi dengan nomar urut
..E Diisl dengan nama program
_._Mw__ Dilsi dengan Tujuan/Sasaran Program
Ta) DIis] Indikatar Kinerja Program
51 Diisi dengan Pernyataan Risiko:
() Uraian Risike kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaltu 4W + 14 (What, When, Wheare, Why, How).
n identifikasi risiko stratagis pemda:
3. Apakah rumusan risiko strategls OPD telah tepat
b, Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikutl oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut
¢ Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD
1@ Identifikasi apakah rislko tarssbut bersifat dapat dikendalikan/controllabie atau tidak (3da dalam proses erganisasi/intarmal}
Ta) Identifikasi apakah risiko tersebut rnerupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidal. Risike Utama/Key Risk adalah risiko yang paling barpengaruh pada keberhasiian pencapaian tujuan
_HMQ Berikan Simpuian dan Saran atas |dentifikasi Ristko utarna (Key Risk), denzan pertimbangan;
3, Manakah yang merupakan risiko strategis utama:
b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
¢ Apakali risiko tersebut menjadi concern Kepala OFD
\FS_ Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah idantifikast sebab risiko, sebab rislke bisa dikategorikan ke dalam : Man, Monzy, Methed, Machine, dan Material
Amm._ Kriteria penitaian terhadap tingkat probabllitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan teriad!nys rislke, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
w:w_ Kritaria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalamskaia S
* Kritariz Peniiaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkst Dampak serta Skalanya ditetapkan cleh pihak marajemen sesual dengan kebutuhan erganisasinya
**Skaia Probabllitas dan Skala Dampak harus mempunyal dasar pertimbangan, diantaranya: data-dats historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat fain, dan informasi-informaci kredibel lainnya
***Apabila Tingkat Kematangan MR ny=s sudah Leve! 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko.
Ta) Skala Rislke merupakan hasil perkalizn antars Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
as) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
.m.pm_ Dils| dengan Kebijakan Selera Risike. Penentuan nilal hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kuncl/plhak Manajemen
Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Rislko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
an Dilsi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 3W+1H (What, When, Who, Why, How)
18} Dlisl Apaksh Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
dumu Dlisl Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesual Rancangannya
20 Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kund
T2y Diisl simpulan kecukupan pengendalian
_Nmm_ Diisl Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendallan Yang Ada belum cukup

*pengendalian harus mampu "menghiiangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risike yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas] dan/atau dampak terjadinya risika



KERTAS KERIA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL OPD

Lampiran 9.¢c-172

A Nama Pemida
5 8EIMD Tahun L6
¢ Tahun Aggatan -, (RUANG LINGHIP AUDT ONERIA S0 PERICDE PENLIGASAN Dn LAPANGAN]
£ Nama OFD
Program dalam
' Rensra
Idestifitay Riska Anafisit Risiko Evaluasl Pesgendafian Yang Adz
|
| H I hnwrwv | B IH, -
. | Apakah Uraian - _ Senpulan
NG | Kegiatan ﬁ“ﬂgg Utisan KK OPD ”_“H” Apakah . s Apakah Rika e Pengendaian ﬁsﬁg ”HMHQ wﬂ””mns i
o Rtk (Tensbes ooty | s MRS | il | T2 bogerdh | Tesb [ Tersebt [
fAwlH) | Margekan o Pigiko Urama ko vm__.ﬂ}. m.n_m- fak Adafixsting anTelah: | Distmsabas i Prngzatesat
TEiemifiz | Aisio ni e fsiko | Conzal Vematal? | Sesu R ; 5‘ Tambahan
VTidsk | SraesTe Aisk|/Tidak (menggambark . - _zm Eﬂﬁ. ﬁ_ﬁm _i
* d an4We1H| : Control}
] @ el [4) {5] 6] m 8) 9} (20} oy | 3] e | s | (s {17) (18) (18] 20} 21 24)
|Ralke 1 u X
Bsito 2 _ _
Twika 3, o4 |
Kegh o2 Rl | .




Lampiran 9.c-2/2

Keterangan
_H:” Dvsi dengan nomot wrut
{2} [hisl dengan Nama Kegiatan
{3} g [hist Tujuan/Sasaran Keglatan
I_“ Dnisi Indikator Kinet ja Kegiatan
i5) [wisl dengan Pernyalasn Redko
(&) ¥ Ursan Fitiko keglatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegatan, yaitu 4W = IH (What, When, Where, Why, How)
el Identifikasi fisiko strategss:

2. Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat

b Apakah proses penentuan risiko Operasional telah dilkut oleh eselon 3 OPD terkait program terebut

. Apakah telah divalidasy jul Kepala OFD
8" Identifikazi apakah riuko tersebut bersifat dapat dikendalikan/contrallable atau tidak (3da dalam proses orgarvsasi/interral)

Identifikasi apakah risino tersebut merupakan Rislio Utama/Key Risk atau tdak Risko Utama/Key Risk adalan riko yang paling berpengaruh peda keberhagilan pancapuan tujusn
ﬁ& Berikan Simpulan dan Saran ates Identifikasi Risiko utama (Key Risk|, dengan pertimbangsn:

a, Marakah yang merupakan risiko strategis Operasional

by, Masih adakah risiko strategls utama yang belum terdentifilkas

€. Apakah risiko Tersebut menjadi concern Kepaia OFD
taf Diisd dengan rumusan sebal, Untuk mempermudsh identifikay sebab raiko, tebab riske bra dikategorikan ke dalam  Man, Money, Method, Machine, dan M
:u_‘ Kriteriz pentlaan teshadap tingkat probabiiitss apakah telah korsicten datam analisis kemungkinan tatadinya ristko, yang blasanya ditetapkan dalam shata 5
:w_' Kriteria pentliian terhadap tingkat cak apaksh telah b i dalam analsis dampak risiko, yang bizsanya ditetapkan dalam iala 5

* Kriteria Pénilaan terhadap Tingkat Probabiiinas dan Tingkst Dampak serta m._w_-s...u ditetapkan oleh pihak manajemen sesual dengan kebutuhan organsasing
W—S_u Probabilitas dan Skala Uampak harus mempunyal dasar pertimbang ya: data-data histong, benchmarking, kondisi serupa ditempat lon, dan informasi-informas) kreditel lannya
**Apabiia Tingkat Kematangan MA nya suczh Level 4 din 5 maks risiko S!:.._b.::..._ adalah risiko yang barada dl ates selera ralko
(1af Skala Risiko mesupakan hasil perkalian antara Skala Probabiiites dengan Skala Darmpak
sl Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertingg ke Skala Risiko terendah
:mw Duisi dengan Kebijkan Selera Risiko. Penentuan nilai hasll FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pikaik Manajemen
1 Aesidual Risk/Hislko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendallan Yang Ada
:mw Dilst uratan pengendalian yang sudah ada, Harus dapat menggambarkan atiibut 4W=1H (What, When, Who, Why; How)
insf il Apakah Rancangan Desain Pengendalizn Tetah Mermadai/Tidak
(20f Difsi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanaken Sesual Rancangannya
@f Ditl Apakah Pengendalian -E—b?.a merupakan Pengendalian Kunc
(22f Diiss simputan kecukupan pengend
(24f Diisi Saran Pengendalian Tambahan ika Simpuian fmpl X Pengendafian Yang Ads bielum cukup
vn:u!.&n_r: harus mampt i_.-iigﬂﬁ—:-.ﬁ_ penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya rlsiko (pre ) danfatau dampek terjedinya risiko Jika

Residual Risk > Selpra Ristko, maks dibuatksn saran Pengendalizn Tambahan
Pengendalian tambahan harus mampu iy “mengivlangkan/mengurangi” penysbab terjodinga tisiko yang depat menurankan nghat terjs

P

ya risko [pt HiEs) danfatau dampak terjadiriya risiko



Lampiran 11

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

INSPEKTORAT

Jin. PEMDA I DOBO
Email : inspektorat.kab.kep.aruwegmail.com

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA......

Program ..............

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU DENGAN KEPALA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA (Penanggung Jawab

Program).............
Pada han ini ....... tanggal ... bulan...... 201x, bertempat di Kantor.......(OP)
Provinsi/Kab/Kota... ... di....... telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program

...... antara Tim Audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan surat tugas
Inspektur Nomor: SPT-.../.... tanggal ...... bulan ....20... dengan Kepala Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota (Penanggung Jawab Program)................ dengan
hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan Notisi Hasil Audit
Kinerja atas Program ...... tanggal ......., bulan.....201x sebagaimana terlampir dan
memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota
...... sebagai penanggung jawab program............ dan staf atas materi permasalahan
yang termuat dalam notisi dimaksud.

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru beserta dokumen/data pendukung yang
merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(penanggung jawab program)...... menyatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap
seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program ....... ini dibuat dengan
sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Aru dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota sebagai

penanggung jawab program pada han ............ tanggal ......., bulan.....20.. serta tempat
sebagaimana tersebut diatas.



Mengetahui
INSPEKTUR Pengendali Teknis

KABUPATEN KEPULAUAN ARU 1.

Drs. C. Heatubun MH.,CGCAE
Pembina Utama Muda

NIP, 19721115 199311 1 001 NIP
2. Ketua Tim
NIP
3. Anggota Tim



Lampiran 12

CONTOH FORMAT LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
INSPEKTORAT

Jin. Pemda | (Satu) DOBO
Email-Inspektorat. kab. hep. arut@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
ATAS PROGRAM

PRIORITAS ..ciicnausssssnnssississssassnss

Nomor
Tanggal
Tahun Anggaran




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
INSPEKTORAT

Jin. Pemda | {(Satu) DOBO
Email-Inspektorat.kab. kep.arufwgmail.com

Dobo, .,
Nomor 700/
Lampiran : ... berkas
Perihal : Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program
Prioritas Tahun  Anggaran .... pada

Badan/Dinas ... Kabupaten Kepulauan Aru

Kepada
Yth. Bupati Kepulauan Aru
di -
Dobo

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXXX
pada Pemerintah Kabupaten/Kota.... Tahun 20XX. Audit dilaksanakan
sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional
Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa
audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk
menyimpulkan kinerja yang dicapai, memberikan saran perbaikan vang
diperlukan untuk memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan
pengelolaan risiko, proses pengendalian intern serta tata kelola atas program
prioritas XXXX.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAGIAN SATU : PENDAHULUAN

BAGIAN KEDUA . HASIL AUDIT KINERJA

BAGIAN KETIGA  : SIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PENUGASAN

Audit Kinerja Atas Program Prioritas ......... Tahun....... dilakukan Lintas
Sektoral/Lintas OPD Yaitu Pada OPD........ Sebagai Koordinator Utama
Dati ‘@PDi;iivins Sebagai Koordinator Pendukung.............. Sesuai

Dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten/Kota Nomor ....

Tanggal ...

B. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit kinerja atas program prioritas ... Tahun...

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan Audit Kinerja Adalah Untuk Memberikan Nilai Tambah Dan
Masukan/Saran Untuk Mengurangi Dampak Permasalahan, Perbaikan
Kinerja Dan Perbaikan Grc Terkait Dengan Aspek Ketaatan Terhadap
Ketentuan Yang Berlaku Dan Aspek Ekonomis, Efisiensi, Dan Efektivitas
(3e) Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Pemda.......

Ruang Lingkup Dari Audit Kinerja Program Prioritas Xxx Tahun ....
Mencakup: Program... Di Opd Xx Pada Kegiatan Xxx

Program.., Di Opd Xx Pada Kegiatan Xxx

D. METODOLOGI AUDIT KINERJA
Audit Kinerja Atas Program Prioritas ............ Dilaksanakan Dengan
Metodologi Ipms.
Teknik Audit Yang Digunakan Adalah Reviu Dokumen, Wawancara,
Observasi DIl. Dalam Pemilihan Sampel, Teknik Sampel Yang Kami
Gunakan Adalah Xxx Dengan Tingkat Keyakinan Xxx.

E. PENILAIAN KINERJA
Hasil Penilaian Atas Keberhasilan Program Prioritas Dapat Dikategorikan
Sebagai Berikut:

Contoh Gradasi Penilaian Kinerja Program:



Skor Kategori

85 < skor < 100 Berhasil

70 < skor < 85 Cukup Berhasil
50 < skor < 70 Kurang Berhasil
0 < skor < 50 Tidak Berhasil

F. Gambaran Umum Program prioritas
Nama Program Prioritas:
Tujuan Program Prioritas:
OPD: OPD A (Koordinator Utama)

OPD B (Koordinator Pendukung)
Program : Program A... pada Kegiatan A...... di OPD A
Program A.... pada Kegiatan B...... di OPD B

G. Periode dan Waktu Pelaksanaan
Audit kinerja yang dilaksanakan pada program prioritas xxx

tahun............. Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xxx



BAB II
Hasil Audit Kinerja
A. Mengumpulkan Dan Menguji Bukti Terkait Aspek Ketaatan, Aspek
3e Dan Menilai Serta Menganalisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2019

Hasil audit kinerja Program.............. Tahun Anggaran 2019 pada
Dinas..... memperoleh skor 83,84% dari nilai maksimum 100 yang
mencerminkan program .... telah dilaksanakan dengan predikat
“Cukup Berhasil”.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual
terhadap aktivitas utama pelaksanaan Program (Core Activities) yang
ditetapkan.

Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran 2019 berdasarkan
aktivitas utama digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator
Kinerja Utama

to [t e

A Aktivitas Utama:

1 Ekonomis 44.00 81.98% |36.07

2 Efisien 47.00 84.37% |39.65

3 | Efektif | 9.00 90.24% |8.12
Total Skor | 100. 83.84 |83.84

BE Wil 00 % at

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator
utama kinerja secara agregrat sebesar 83,84% mencerminkan
pelaksanaan Program ... Tahun Anggaran 20XX pada umumnya cukup
berhasil dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual
terhadap capaian Indikator Utama Kinerja (Key Performance Indicators—

KPIl) yang ditetapkan, sebagai berikut:



Capaian Kinerja Tahun 2020
Hasil audit kinerja Program.............. Per Semester 1 Tahun Anggaran
20XX pada Dinas.... memperoleh skor % dari nilai maksimum 100

yang mencerminkan program .... telah dilaksanakan dengan predikat
“Berhasil”.

. Identifikasi Penyebab Tidak Optimalnya Capaian Kinerja Dengan
Identifikasi Dan Analisis Risiko Utama Dan Efektivitas

Pengendalian

Capaian kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar 83,84%,
menunjukkan terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum
dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem
pengendalian intern vang belum memadai. Gambaran penerapan sistem
pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing-masing indikator
kinerja, sebagai berikut:
1) Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program yang hanya mencapai 82,64%, disebabkan hal-hal sebagai
berikut:

a) Tahap Perencanaan

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan
kemampuan  pelaksanaan yang hanya mencapai 84,08%
disebabkan oleh:

(1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Belum sesuai aturan yang berlaku............

(2) Kelemahan Penilaian Risiko
= Dinas ....... PrOVINSE ocossimmmawiemas terlambat melakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari

target nasional yang telah ditetapkan yaitu paling lambat

- Analisis atas kendala/hambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, belum
dilakukan,

(3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian
Pengendalian Dinas ............... dalam pembentukan BKAD

masih lemah, yaitu adanya anggota BKAD yang tidak sesuai



dengan kriteria yang ditentukan.

(4) Kelemahan Informasi dan Komunikasi
Media untuk pengaduan masyarakat, baik di Tingkat Provinsi

maupun di Tingkat Kabupaten belum tersedia.

(5) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan

Belum efektifnya mekanisme/kebijakan pemantauan terkait

b) Tahap Pelaksanaan

(1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran — pembangunan
infrastruktur yang hanya mencapai 82,37%, disebabkan oleh
Kelalaian Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam
melakukan pengadaan material dan lemahnya pengendalian
mutu pelaksaan pekerjaan oleh Fasilitator Masyarakat dan PPK.

(2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran — pendayagunaan
sumber daya dan tenaga kerja lokal yang hanya mencapai
86,67%, disebabkan oleh kesulitan BKAD memperoleh material
di lokasi setempat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan.

(3) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah-
pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai
ketentuan yang hanya mencapai 98,97%, disebabkan oleh
Kelemahan pengedalian PPK dalam membuat Perjanjian Kerja
dengan jumlah orang peserta tanpa mempertimbangkan jumlah
undangan.

(4) Belum optimalnya kinerja ketepatan kualitas- pembangunan
infrastruktur yang dilakukan belum dapat bermanfaat atau
memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar,

hal tersebut dikarenakan.....

(5) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - pelaksanaan
pengadaan jasa ..................... yang hanya mencapai 50,00%
disebabkan oleh Dinas ............. Provinsi .......c.ccceenns

terlambat melakukan pengadaan jasa Tenaga Ahli dan

Fasilitator Masyarakat dari target nasional yang telah



ditetapkan yaitu paling lambat ...............

(6) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana
dan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan
pedoman/juknis/juklak yang hanya mencapai 73,86%
disebabkan oleh masih adanya beberapa BKAD yang belum
memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I,
sehingga pencairan dana Tahap Il terlambat.

(7) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu — penyelesaian
pembangunan Infrastruktur yang hanya mencapai 81,80%
disebabkan oleh infrastruktur yang dibangun (Jembatan
Gantung) di Kecamatan mempunyai
tingkat kesulitan yang tinggi sehinga membutuhkan waktu
yang lebih lama dari jenis pekerjaan fisik lainnya.

2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan
Program yang hanya mencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:
¢) Tahap Pelaporan

(1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme
penanganan pengaduan yang efektif yang hanya mencapai
50,00%, disebabkan oleh media pengaduan masyarakat tidak

tersedia, sehingga mekanisme penanganan pun tidak berjalan.

(2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kecamatan yang hanya mencapai
92,32%, disebabkan oleh Fasilitator Masyarakat (FM) kurang
efektif dalam mendampingi BKAD membuat laporan harian
pekerjaan setiap hari.

Capaian kinerja ........... Semester | Tahun Anggaran 20XX Tahap
Perencanaan sebesar 88,38%, menunjukkan telah berhasil, namun
masih terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum
dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh sistem

pengendalian intern yang belum memadai.

Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal

untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:



Belum optimalnva kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan

kemampuan pelaksanaan dengan capaian 86,36% disebabkan oleh:

1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Penetapan unsur-unsur BKAD dalam Musyarawah Antar Desa

belum sesuai kriteria dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Badan Kerjasama Antar Desa.

2) Kelemahan Penilaian Risiko

Penilaian risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin
dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam

dokumen perencanaan berupa dokumen profil kawasan.

3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian
Pengendalian Dinas .............. dalam pembentukan BKAD masih
lemah, yaitu masih terdapat anggota BKAD tidak sesuai dengan

criteria yang telah ditentukan.



BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program...... Tahun
Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX (post) dan Semester | Tahun

Anggaran 20XX (current), diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Keuangan
Alokasi dana............. pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember
20XX (Post) adalah Rp......... ,00 dengan realisasi dana sebesar
Rp...oivee atau ... % dan Semester | Tahun Anggaran 20XX per 30
Juni 20XX (feurrent) adalah Rp.............. , dengan realisasi dana
sebesar Rp.............. atau %.

Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 20XX (current)
sebesar............... Y%, hal tersebut disebabkan adanya perubahan

struktur organisasi berupa.............cocvvveeunannn.

2. Penilaian Indikator Utama Kinerja
a. Tingkat keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX
tercermin dari perolehan skor agregat Indikator Utama Kinerja
(KPI) sebesar 83,84 dari skor maksimum 100, dan kurang dari
ambang batas keberhasilan yang ditetapkan sebesar 85.00.
Indikator keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX,
adalah sebagai berikut:

1) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Program Telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan vang
berlaku.

2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program

a) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program 82,64% atau memperoleh skor sebesar
72,72 dari bobot kinerja sebesar 88,00. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan Program ... Tahun Anggaran 20XX Cukup
Berhasil direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan

efisien sesuai kriteria vang telah ditetapkan.

b) Capaian nilai indikator keberhasilan Program.....semester |
Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan program 88,38%
atau memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot kinerja



sebesar 44,00. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program
Semester | Tahun Anggaran 2020 berhasil direncanakan oleh

secara efektif dan efisien sesuai kriteria yang ditetapkan.

B. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami

rekomendasikan kepadaagar:

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah

tindak lanjut yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Mengetahui
INSPEKTUR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Drs. C. Heatubun MH.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP, 19721115 199311 1 001




DAFTAR ISTILAH

Aparat Pengawasan Intern Pemenntah (APIP). Instansi Pemerintah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Program Priontas adalah Program yang menjadi concern/perhatian dari Pimpinan
Daerah

Register nsiko (Risk register): Suatu daftar nama risiko, yang dudentifikasi oleh
manajernen, yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Informasi dalam
register risiko meliputi antara lain nama risiko, nilai dampak dan keterjadian nsiko
inheren, rancangan pengendalian, nilai dampak dan keterjadian risiko residual
dan pemilik risiko

Rencana Audit (Audit plan) Suatu daftar audit yang dilaksanakan pada jangka
waklu tertentu.

Risiko: Kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengganggu pencapaian

tujuan organisasi

Risiko inheren (Inheren risk): Risiko dievaluasi tanpa mempertimbangkan setiap

respon atau rancangan pengendalian yang diambil.

Risiko residual (Residual risk). Risiko dievaluasi dengan mempertimbangkan

respon atau rancangan pengendalian atas setiap risiko yang diambil

Sistem Pengendalian Intern: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalul
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Selera Risiko (Risk Appetite): Tingkatan umum rnisiko yang secara nyaman ingin
diterima pimpinan organisasi dimana organisasi nyaman untuk mengambil
dan/atau mempertahankannya dalam rangka mencapai fujuan organisasi
tersebut



Crtical Success Factor (CSF). istilah manajemen untuk menyebut elemen-
elemen yang diperlukan bagi organisasi atau program untuk mencapai misinya.
Untuk mencapal tujuan perlu mengetahui setiap faktor kunci keberhasilan dan
key result area

Key Performance Indicator (KPIl) sebagai kumpulan kejadian atau tindakan yang
memainkan peran penting pada keberhasilan organisasi sekarang dan
mendatang.

CSF merupakan akibat dari keberhasilan Anda atau apa yang diperlukan agar
sukses, sebaliknya KPl adalah dampak dari tindakan (action) Anda, yang
mengindikasikan tentang apa yang sedang Anda lakukan dan bukan yang

seharusnya dilakukan.

CSF dapat didefinisikan sebagai ‘apa yang seharusnya dilakukan untuk
mencapai sukses? dan KPI didefinisikan apakah kita sukses?’

Sasaran Antara adalah sasaran yang ditentukan untuk dicapai sebagai landasan

bagi pencapaian sasaran utama (Tujuan Interim)
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